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BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Formulir Isian Data Kualifikasi
Peserta mengupload formulir isian data kualifikasi di sistem SPSE Unpad sesuai
BAB VIII. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI.

B. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang
pekerjaan yang diadakan.

a.

b.

C.

Surat Izin: NIB

Bidang pekerjaan KBLI : Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi
Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia/ Perdagangan Besar Alat Laboratorium,
Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia

Kualifikasi usaha: mikro dan kecil

2) melampirkan bukti lapor pajak (SPT) tahunan terakhir.

3) mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili
Perusahaan (SKDP)

4) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang

dibuktikan dengan:

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk .

5) menyetujui Pakta Integritas

6) menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:

a.

b.
C.

yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi daftar hitam lain;

keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan;

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;

pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan
usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan; dan

Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen
yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



